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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan sunatullah yang apabila dijalankan termasuk

dalam ibadah. Tidak hanya pada manusia saja, sebagai makhluk Allah SWT.

yang lain hewan maupun tumbuh-tumbuhan juga melakukan ritual perkawinan

dalam hidup mereka. Sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak

dan melestarikan hidup mereka.

Esensi yang terkandung dalam syariat perkawinan adalah mentaati

perintah Alloh serta Rasul-Nya, yaitu menciptakan suatu kehidupan rumah

tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku perkawinan itu

sendiri, anak keturunan, kerabat, maupun masyarakat. Oleh karena itu,

perkawinan tidak hanya mempunyai kaitan eksternal yang melibatkan banyak

pihak. Sebagai suatu perikatan yang kokoh, perkawinan dituntut untuk

menghasilkan kemaslahatan yang kompleks, bukan sekedar penyaluran

kebutuhan biologis semata.1 Karena syari’at Islam menjadikan pertalian suami

istri dalam suatu ikatan perkawinan yang suci dan kuat. Al-Qur’an memberi

istilah pertalian itu dengan mis|aq g}alizh (janji kukuh). Sebagaimana firman

Allah dalam surat an-Nisa<’ ayat 21 :

1 Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, Pustaka Setia Bandung, 2000, h. 13
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ت فكَييثَاقاً غَلِيظاًوذْنَ مِنكُم مأَخضٍ وعإِلَى ب كُمضعى بأَفْض قَدو هذُونأْخ

Artinya: ” Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian
kamu telah bergaul (bercampur) dengan yanglain sebagai suami istri.
Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu janji yang
kuat.”2 (QS. an-Nisa<’ : 21)

Perkawinan adalah mengikat bagi dua manusia, maka perkawinan

mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga

perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani

juga mempunyai peranan penting. Oleh karena itu, suami istri wajib menjaga

ikatan perkawinan tersebut, agar tujuan dilaksanakannya perkawinan akan tetap

terjaga, dan tidak sepantasnya mereka berusaha merusak dan memutuskan tali

ikatan perkawinan tersebut. Islam tidak mengikat secara mutlak perkawinan, akan

tetapi juga tidak mempermudah perpisahan atau perceraian, dalam arti, Islam

mengizinkan perceraian bila perceraian itu adalah jalan yang terbaik.

Dari Ibnu Umar menurut riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan disahkan

oleh hakim. Rasululloh SAW. bersabda :

ضغلاَلِالْاَبااللهِاِلَىحالْطََّلاَق

Artinya: ”Perkara halal yang paling dibenci oleh Alloh ialah menjatuhkan
talak.”3

Kedudukan hukum perkawinan oleh Islam dipandang sangat penting.

Oleh karena itu masalah-masalah mengenai perkawinan diatur dan diterangkan

secara terperinci. Perkawinan sendiri merupakan salah satu aturan yang

2 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 120
3 Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Juz 1, Darul Kutub Al Ilmiyah Beirut, 275, h. 650
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ketentuannya telah diatur dalam al-Qur’an dan as-Sunnah. Sebagaimana firman

Allah SWT. yang tercantum dalam surat az-Z{a<riya<t ayat 49 :

ومِن كُلِّ شيءٍ خلَقْنا زوجينِ لَعلَّكُم تذَكَّرونَ

Artinya: ”Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu
mengingat akan kebesaran Allah.”4(QS. az-Z{a<riya<t : 49)

Setiap manusia dianjurkan untuk menikah hanya saja demi menciptakan

dan mampu membina rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah wa

rahmah sesuai dengan perintah agama, maka ada beberapa hal yang patut untuk

diperhatikan sebelum melaksanakannya. Karena ada aturan serta syarat yang

harus dipenuhi sehingga agama menganggap bahwa kita layak menjalankan

perkawinan tersebut. Salah satunya adalah kemampuan suami dalam memberi

nafkah terhadap istri dan anaknya kelak. Nafkah dalam keluarga dibagi menjadi

dua bagian yakni nafkah lahir dan nafkah batin. Nafkah lahir ialah berupa makan,

pakaian serta tempat tinggal. Sedangkan nafkah batin ialah yang berupa

menggauli istri dengan baik serta memberi perhatian yang cukup terhadap

keluarga. Seperti dalam firman Allah surat al-Baqarah ayat 233:

لاَ تكَلَّف نفْس إِلاَّ وسعهاوعلَى المَولُودِ لَه رِزقُهن وكِسوتهن بِالمَعروفِ

Artinya: ”Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu
dengan cara yang ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut
kadar kesanggupannya.”5

Apabila istri hidup serumah dengan suaminya, maka suami wajib

menanggung nafkahnya dan mengurus segala keperluannya, maka istri tidak

4 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 862
5 Ibid, h. 57
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berhak meminta nafkahnya dalam jumlah tertentu selama suami melaksanakan

kewajibannya itu.6 Karena Allah menganjurkan agar suami mau menempatkan

istrinya sesuai tempat tinggal yang mereka tinggali. Firman Allah SWT : surat at-

Thalaq ayat 6 :

ن أُولاَتِ حملٍ أَسكِنوهن مِن حيثُ سكَنتم من وجدِكُم ولاَ تضاروهن لِتضيقُوا علَيهِن وإِن كُ

فَأَنفِقُوا علَيهِن حتى يضعن حملَهن فَإِنْ أَرضعن لَكُم فَآتوهن أُجورهن وأْتمِروا بينكُم بِمعروفٍ 

وإِن تعاسرتم فَسترضِع لَه أُخرى

Artinya: ”Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal
menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk
menyempitkan (hati) mereka; dan jika mereka (istri-istri yang sudah
ditalak) itu perempuan-perempuan yang sedang hamil, maka berikanlah
kepada mereka nafkahnya sampai mereka bersalin.”7 (QS. at-Thalaq : 6)

Dengan terjadinya suatu akad nikah (perjanjian perkawinan) maka

seorang laki-laki yang menjadi suami memperoleh berbagai hak dalam keluarga,

demikian pula seorang perempuan yang menjadi istri dalam suatu perkawinan

memperoleh berbagai hak pula. Di samping itu mereka pun memikul pula

kewajiban-kewajiban sebagai akibat dari mengikat diri dalam perkawinan itu.8

Oleh sebab itu kenapa nafkah termasuk salah satu dari beberapa unsur

yang harus dipenuhi sesudah dilangsungkannya perkawinan. Hal ini dikarenakan

dalam membina rumah tangga demi berlangsungnya kehidupan dan terpenuhinya

6 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, vol. 7, Alma’arif Bandung, 1981, h. 85
7 Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahannya, h. 946
8 Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam; Suatu Analisis dari Undang-Undang No 1

Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, h. 62
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kebutuhan hidup, maka terpenuhinya nafkah adalah faktor yang paling utama.

Karena tidak menutup kemungkinan banyak pula hal negatif yang terjadi

disebabkan tidak terpenuhi dan tercukupi nafkah dan kebutuhan hidup. Salah

satunya ialah terjadinya perceraian.

Dalam syari’at Islam diajurkan pula bahwa nafkah haruslah dibayarkan

dari awal setelah akad nikah diucapkan, tidak hanya semasa perkawinan

berlangsung, nafkah pun harus diberikan kepada istri yang dalam masa iddah atau

perempuan yang di cerai.9 Kewajiban suami gugur dalam membayar nafkah jika

istri diketahui nusyuz atau berbuat durhaka.

Selain ketentuan di atas, mengenai kewajiban suami dalam perkawinan

diatur pula  dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 pasal 30 dan 32, disebutkan

bahwa hak dan kewajiban suami istri adalah sebagai berikut :

Pasal 30: ” Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah
tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.”

Sedangkan Pasal 32 :
1. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
2. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan

oleh suami istri bersama.10

Sedangkan kewajiban suami menurut KHI pasal 80 adalah tidak jauh

berbeda dengan yang disebutkan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974,

hanya saja dalam Kompilasi Hukum Keluarga Islam lebih disebutkan secara

terperinci. Yakni mengenai hak dan kewajiban suami istri serta nafkah yang

9 Sabiq, Fikih Sunnah, vol. 7 h. 97
10 Arloka, Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, h. 15
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harus diberikan oleh suami terhadap istri. Salah satunya disebutkan dalam ayat

(4) ”Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung”11 :

1. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan

anak.
3. Biaya pendidikan bagi anak.

Dalam KHI juga tercantum seluruh kewajiban suami terhadap istrinya

sebagaimana dimaksud di atas akan gugur dengan sendirinya apabila istri nusyuz.

Jadi, nafkah sebagai hak dari istri haruslah diberikan oleh suami sejak

perkawinan itu berlangsung. Bahkan setelah bercerai pun suami masih

berkewajiban memberi nafkah istri yang dicerai disebut nafkah iddah.

Namun apabila suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing,

termasuk dalam hal nafkah maka masing-masing dapat mengajukan permohonan

gugatan di pengadilan yang berwenang. Dalam permasalahan ini yang berwenang

menyelesaikan adalah Pengadilan Agama. Yang kompetensinya menangani

sengketa di antara umat Islam. Hal ini sesuai dengan pasal 49 ayat 1 UU No 3

Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi : Pengadilan Agama

bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di

tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

1. Perkawinan;
2. Kewarisan;
3. Wasiat;
4. Hibah;
5. Wakaf
6. Zakat;

11 Ibid, h. 205
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7. Infaq;
8. Shadaqoh; dan
9. Ekonomi Syari’ah.12

Dalam kasus gugatan nafkah yang tidak di bayarkan oleh suami selama

masa perkawinan masih berlangsung adalah termasuk dalam penyelesaian

masalah perkawinan. Meskipun kedua pihak sudah bercerai, istri sebagai

Termohon berhak untuk melakukan gugatan atas nafkah yang tidak dipenuhi oleh

Pemohon yang disebut pula dengan nafkah mad{iyah (nafkah terhutang atau

nafkah lampau).

Kasus gugatan atas Nafkah Mad}iyah atau nafkah terhutang, dalam

perkara ini adalah termasuk lanjutan atau bagian dari perkara dalam proses cerai

talak yang diajukan oleh Pemohon. Setelah pengadilan menerima dan menangani

perkara permohonan cerai talak tersebut. Dalam pengadilan, terlebih dahulu

dilakukan sebagaimana tahapan-tahapan dari penanganan proses perdata yakni

mediasi yang dilakukan dari pihak keluarga ataupun hakim. Namun tetap tidak

berhasil.

Selanjutnya pada sidang berikutnya adalah di lakukan tahap pembacaan

permohonan. Dalam tahap ini Pemohon sudah meneliti isi petitum dan positanya.

Karena yang tercantum dalam surat permohonan itulah yang nantinya akan

menjadi obyek pemeriksaan.

Setelah mendengar permohonan dari pihak Pemohon, Termohon juga

diberi kesempatan untuk membela diri dan mengajukan kepentingannya terhadap

12 Media centre, Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama RI No 3 Tahun 2006, h. 26
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Pemohon melalui Hakim. Dalam hal ini Termohon tidak seluruhnya

membenarkan dalil-dalil yang didalilkan oleh Pemohon. Bahwa benar Pemohon

telah menikah dengan Termohon pada tanggal 11 Mei 2007 dihadapan pejabat

Kantor Urusan Agama. Pemohon dan termohon sudah pernah melakukan

hubungan suami istri sebelum menikah dan telah dikaruniai seorang anak

Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama orang tua Termohon setelah

perkawinan terjadi, namun 3 hari setelah perkawinan Pemohon meninggalkan

rumah orang tua Termohon dan sekarang sudah pisah tempat tinggal selama

kurang lebih 5 bulan. Dengan sama sekali tidak memberi nafkah.

Pada akhirnya dalam gugatan rekonpensi Termohon mengajukan

beberapa permohonan terhadap Tergugat rekonpensi (Pemohon) salah satunya

adalah pembayaran nafkah terhutang (Nafkah Mad{iyah) yang tidak pernah

diberikan selama Tergugat rekonpensi (Pemohon) meninggalkan rumah selama 5

bulan. Selain tuntutan yang diajukan untuk hak asuh anak, membayar nafkah

anak, nafkah iddah dan mut’ah.

Pada tahap berikutnya, Pemohon dan Termohon menghadiri sidang

berikutnya dengan agenda jawaban dari gugatan rekonpensi. Dalam gugatan

tersebut Tergugat rekonpensi (Pemohon) mengutarakan jawaban atas gugatan

rekonvensi, dan pihaknya menyatakan bersedia untuk memenuhi seluruh gugatan

dari Penggugat rekonpensi (Termohon) meskipun jumlah nominalnya tidak

sesuai dengan gugatan dalam rekonpensi karena menimbang dari kemampuan
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Tergugat rekonpensi (Pemohon). Pihak Penggugat rekonpensi (Termohon)

menyatakan tidak keberatan dengan jawaban Tergugat rekonpensi (Pemohon).

Setelah proses selanjutnya dilakukan yakni dengan menghadirkan saksi

dari kedua belah pihak. Maka pada persidangan berikutnya pada tanggal 17

Maret 2008, Pengadilan Agama sesuai dengan kewenangannya untuk mengadili

perkara yang pada pengadilan tingkat pertama dengan membacakan putusan,

yang amarnya mengabulkan gugatan rekonpensi untuk sebagian diantaranya

mengabulkan gugatan rekonpensi atas penetapan hak asuh anak, menghukum

kepada Tergugat rekonpensi untuk membayar nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah

anak setiap bulan sejak perceraian sampai anak tersebut dewasa. Akan tetapi,

dalam putusannya Pengadilan Agama menyatakan gugatan rekonpensi tentang

nafkah yang terhutang (Nafkah Mad{iyah) tidak diterima.

Dari pemaparan dia atas timbul satu permasalahan mengapa Pengadilan

Agama Sidoarjo memutuskan dengan tidak menerima gugatan atas nafkah

terhutang (Nafkah Mad{iyah) ? Apa pula yang menjadi alasan-alasan atau dasar

hukum yang digunakan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo untuk tidak menerima

atau menolak gugatan atas nafkah terhutang (Nafkah Mad{iyah) pada perkara No

: 1517/Pdt.G/2007/PA.Sda. dalam permohonan cerai talak? Dan untuk

memperoleh jawaban atas pertanyaan tersebut, maka penulis memandang perlu

untuk menelitinya.

B. Rumusan Masalah

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

 



10

1. Apa dasar pertimbangan hukum Pengadilan Agama Sidoarjo terhadap

penolakan gugatan Nafkah Mad{iyah dalam perkara permohonan cerai talak

Nomor : 1517/Pdt.G/2007/PA.Sda?

2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama

Sidoarjo dalam penolakan gugatan Nafkah Mad{iyah?

C. Kajian Pustaka

Permasalahan tentang Nafkah Mad{iyah (nafkah terhutang) sebenarnya

sudah sering dibahas dalam penelitian sebelumnya, hal ini terlihat dengan

terdapatnya pada skripsi sebelumnya. Yaitu :

1. Skripsi yang ditulis oleh Vivine Aqurista Muji Lestari Tahun 2005 yang

berjudul ”Gugatan Nafkah Terhutang dan Penyelesaiannya (Studi Kasus di

PA Malang Tahun 2003)”. Dalam penelitiannya menjelaskan tentang

deskripsi perkara nafkah terhutang pada tahun 2003 di PA Malang dan

bagaimana pelaksanaan eksekusi atas perkara nafkah terhutang.

2. Skripsi yang ditulis M. Badrus Sholeh Tahun 2004 yang berjudul

”Penetapan Uang Nafkah Bagi Janda dan Anaknya Akibat Perceraian di PA

Bangil”. Dalam penelitiannya menjelaskan tentang nafkah iddah, hadhanah

dan Nafkah Madiyah yang harus diberikan oleh suami pada istri, nafkah

iddah ditanggung oleh suami jika istri tidak bersalah dan sebagai ayah harus

memberi nafkah pada anak-anaknya.
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3. Skripsi yang ditulis oleh Zulfatul Laela Tahun 1998 tentang ”Gugatan

Nafkah Madliyah Kepada Suami di PA Pasuruan”. Dalam penelitiannya

menjelaskan tentang tinjauan hukum acara peradilan agama terhadap

prosedur penyelesaiannya.

Berbeda halnya dengan penulis, dalam penelitian skripsi yang ditulis oleh

penulis lebih memfokuskan bahasan kepada putusan Pengadilan Agama Sidoarjo

yang menolak atau tidak menerima gugatan mengenai Nafkah Mad}iyah dalam

kasus permohonan cerai talak dengan perkara Nomor: 1517/Pdt.G/2007/PA.Sda.

sesuai dengan kewajiban suami yang tertuang dalam Undang-Undang

Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan tentang kewajiban

suami bahwa dari semenjak dimulainya perkawinan maka suami wajib memberi

nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Dalam perkara ini, hal ini tidak dilakukan

oleh suami. Penelitian mengenai hal ini belum ada yang membahasnya.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian skripsi ini adalah

sebagaimana berikut :

1. Untuk mengetahui alasan dan dasar pertimbangan hukum Pengadilan

Agama Sidoarjo terhadap penolakan gugatan Nafkah Mad{iyah dalam

perkara permohonan cerai talak Nomor: 1517/Pdt.G/2007/PA.Sda.

2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap putusan Pengadilan

Agama Sidoarjo dalam penolakan gugatan Nafkah Mad{iyah.
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E. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Aspek teoritis, sebagai upaya bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan

wawasan khususnya di bidang hukum keluarga Islam yang berkaitan dengan

masalah putusan hakim Pengadilan Agama atas penolakan gugatan nafkah

terhutang (Nafkah Mad{iyah).

2. Aspek praktis, dapat dijadikan wawasan bagi para pihak dalam menetapkan

putusan gugatan mengenai nafkah terhutang (Nafkah Mad{iyah) di

Pengadilan Agama. Dan penelitian ini berguna sebagai pertimbangan bagi

penyuluhan dan bimbingan hakim secara komunikatif, informatif dan

edukatif, khususnya bagi masyarakat wilayah Pengadilan Agama Sidoarjo.
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F. Definisi Operasional

Dalam judul skripsi ini terdapat konsep-konsep yang perlu dijelaskan

definisi operasionalnya dengan tujuan agar memperoleh pengertian yang jelas dan

batasan-batasan yang tegas terhadap permasalahannya, yaitu :

1. Analisis, ialah penyelidikan terhadap putusan PA serta gugatan nafkah

mad{iyah dalam perkara permohonan cerai talak untuk mengetahui keadaan

yang sebenarnya, sebab-sebabnya dan bagaimana duduk perkaranya.13 Dari

kaca mata undang-undang perkawinan, KHI serta pandangan hukum Islam.

2. Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo, ialah putusan atau vonnis yang

dijatuhkan Pengadilan Agama Sidoarjo atas gugatan rekonpensi tentang

Nafkah Mad{iyah yang diajukan istri dalam permohonan cerai talak Nomor :

1517/Pdt.G/2007/PA.Sda.

3. Gugatan, ialah perkara yang mengandung konflik antara suami istri yang

menuntut pemutusan dan penyelesaian pengadilan, atas istri yang merasa

haknya dilanggar oleh suami yang nafkahnya tidak dibayarkan selama

perkawinan berlangsung. Dan termasuk gugatan balik (gugat rekonpensi)

yang diajukan istri dalam permohonan cerai talak.

4. Nafkah Mad}iyah, ialah nafkah lampau atau nafkah terhutang, yakni nafkah

yang pada waktu setelah terjadinya akad nikah sampai diajukannya

permohonan cerai talak, tidak dibayarkan suami kepada istri, sehingga istri

menggugatnya dalam gugatan rekonpensi.

13 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, h. 43.
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5. Permohonan cerai talak, ialah permohonan untuk mengadakan sidang guna

diadakan pemutusan dibacakannya ikrar talak yang diajukan oleh suami

selaku Pemohon terhadap istri selaku Termohon.14

G. Metode Penelitian.

Adapun data yang digunakan :

1. Data

a. Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam

b. Berkas berita acara dan Berkas putusan hakim PA Sidoarjo nomor perkara

: 1517/Pdt.G/2007/PA.Sda

2. Sumber data

a. Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo

b. Panitera sekretaris Pengadilan Agama Sidoarjo

c. Dokumen dan berkas-berkas putusan Pengadilan Agama Sidoarjo

d. dan Buku-buku literatur yang mendukung dan terkait dengan penelitian ini

14 Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia, Raja Grafindo Persada, 1998, h. 231
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3. Teknik Penggalian Data

a. Wawancara, penulis mengadakan wawancara dan tanya jawab langsung

dengan hakim dan panitera Pengadilan Agama Sidoarjo.

b.  Dokumenter, penulis mencari dan mengumpulkan data yang berasal dari

catatan atau arsip-arsip tersimpan yang terkait dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengolahan Data, yakni dengan menggunakan tahapan :

a. Editing yaitu pemeriksaan kembali data tentang putusan penolakan

gugatan Nafkah Mad{iyah terutama dari segi kelengkapan, kesesuaian,

keaslian, relevansi, dan keseragaman dengan permasalahan.

b. Analizing, yaitu pembuatan analisa-analisa sebagai dasar penarikan

kesimpulan.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini sesuai dengan arah studi yang dipilih maka teknik

analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analisis dengan

menggunakan pola pikir deduktif artinya menggambarkan hasil penelitian

dengan diawali teori atau dalil yang bersifat umum tentang Nafkah Mad{iyah,

cerai talak, putusan, kemudian mengemukakan kenyataan yang bersifat

khusus dari hasil penelitian tentang adanya putusan Pengadilan Agama

Sidoarjo penolakan Nafkah Mad{iyah dalam permohonan cerai talak Nomor :

1517/Pdt.G/2007/PA.Sda yang kemudian dianalisa dengan menggunakan

teori-teori tersebut, sehingga mendapatkan gambaran yang jelas mengenai

masalah yang diteliti dalam penelitian ini.
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H. Sistematika Pembahasan

Berdasarkan dari tujuan pembahasan dari judul di atas, maka sistematika

pembahasan yang disusun dari bab demi bab, adalah sebagai berikut :

BAB I : Merupakan pendahuluan yang didalamnya mencakup latar

belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan

hasil  penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika

pembahasan.

BAB II : Merupakan deskripsi Nafkah Mad{iyah Dalam Perspektif UU

Perkawinan di Indonesia dengan sub bab, Pengertian Nafkah Mad{iyah, Nafkah

Mad{iyah Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Nafkah

Mad{iyah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam. Nafkah Mad{iyah dalam

Perspektif Hukum Islam (Fiqh Islam) dengan sub bab, Nafkah Mad}iyah (hutang

nafkah) dalam perspektif hukum Islam, Dasar dalil tentang nafkah dan dasar

menetapkan jumlah nafkah, Pendapat para Maz|hab tentang jumlah nafkah,

Gugurnya kewajiban membayar nafkah. Gugatan dalam Perkara Nafkah. Putusan

dalam Perkara Nafkah.

BAB III : Merupakan deskripsi hasil penelitian terhadap putusan

Pengadilan Agama Sidoarjo tentang penolakan gugatan Nafkah Mad{iyah,

dengan sub bab keberadaan Pengadilan Agama Sidoarjo (letak geografis, wilayah

yurisdiksi, kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo serta struktur organisasi

Pengadilan Agama Sidoarjo), deskripsi kasus tentang penolakan gugatan Nafkah
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Mad{iyah dalam perkara permohonan cerai talak, putusan dan dasar hukum

Pengadilan Agama Sidoarjo dalam penolakan gugatan Nafkah Mad{iyah.

BAB IV : Merupakan analisis data yang memuat analisis putusan

Pengadilan Agama Sidoarjo mengenai penolakan gugatan Nafkah Mad{iyah

dalam perkara permohonan cerai talak Nomor : 1517/Pdt.G/2007/PA.Sda. bab ini

terdiri dari sub bab analisis Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum

Islam terhadap putusan hakim tentang penolakan gugatan Nafkah Mad{iyah

dalam perkara permohonan cerai talak oleh Pengadilan Agama Sidoarjo serta

analisis hukum Islam terhadap putusan hakim tentang penolakan gugatan Nafkah

Mad{iyah dalam perkara permohonan cerai talak.

BAB V : Merupakan penutup yang meliputi Kesimpulan dan Saran.
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BAB II

NAFKAH MAD{IYAH DALAM PERSPEKTIF UNDANG-

UNDANG PERKAWINAN, KHI DAN HUKUM ISLAM (FIQH

ISLAM)

A. Nafkah Mad{iyah dalam Perspektif UU Perkawinan di Indonesia

1. Pengertian Nafkah Mad{iyah

Nafkah berasal dari Bahasa Arab yakni نفقة “(nafaqah)” yang berarti

biaya, belanja, pengeluaran uang. (kamus al Munawwir)

Sedang menurut Kamal Muchtar, nafakah berarti “belanja”,

“kebutuhan pokok”. Maksudnya, ialah kebutuhan pokok yang diperlukan oleh

orang-orang yang membutuhkan.1

Yang dimaksud dengan “nafkah” menurut istilah ialah belanja, belanja

disini merupakan memenuhi segala kebutuhan istri, meliputi makanan,

pakaian, tempat tinggal dan lain-lain yang termasuk kebutuhan rumah tangga

pada umumnya. Selain tempat tinggal, maka keperluan rumah tangga yang

wajib dipenuhi oleh suami meliputi :

a. Belanja dan keperluan rumah tangga sehari-hari.

1 Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Bulan Bintang, 2004, h.
127
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b. Belanja pemeliharaan  kehidupan anak-anak.

c. Belanja sekolah dan pendidikan anak-anak.2

Sedangkan Mad{iyah, berasal dari kata (ماضي)3 dalam bahasa Arab

mempunyai arti lampau atau terdahulu.4 Dan disebutkan dalam sebuah kamus

Indonesia bahwa kata “lampau” memiliki dua makna yakni : 1) lalu, lewat,

dan 2) lebih, sangat.5

Seperti yang kita ketahui bahwa dengan terselenggaranya akad nikah

menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri. Diantara

kewajiban suami terhadap istri yang paling kokoh adalah kewajiban memberi

nafkah, baik berupa makanan, pakaian (kiswah), maupun tempat tinggal.

Bila nafkah baik lahir maupun bathin tidak di penuhi oleh salah satu

pihak. Maka seperti halnya dalam kasus ini para pihak dapat mengadukannya

dihadapan pengadilan. Seperti gugatan rekonpensi yang telah diajukan istri

karena kelalaian suami tidak menafkahinya setelah perkawinan terjadi.

2. Nafkah Mad{iyah dalam perspektif Undang-Undang Perkawinan di Indonesia

Seperti apa yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor

1 Tahun 1974 dalam tata cara pelaksanaan perkawinan. Disamping itu

perkara-perkara di bidang perkawinan merupakan sengketa keluarga yang

2 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, h. 89
3 Rusyadi dan Hafifi, Kamus Indonesia Arab, Rineka Cipta, 1995, h. 472
4 Adib Bisri dan Munawwir  al-Fatah, Kamus Al-Bisri, Pustaka Progresif, 1999, h. 174
5 Hartono, Kamus Praktis Bahasa Indonesia, Rineka Cipta, 1996, h. 60
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memerlukan penanganan secara khusus sesuai dengan amanat Undang-

Undang Perkawinan.

Undang-Undang perkawinan bertujuan antara lain melindungi kaum

wanita pada umumnya dan pihak istri pada khususnya, namun dalam hal

gugatan perceraian yang diajukan oleh istri, Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan harus diajukan ke Pengadilan yang

daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat dan penggugat sesuai

dengan prinsip hukum acara perdata umum untuk melindungi pihak istri.

Demikian halnya dalam masalah nafkah yang di sengketakan, seperti

nafkah terhutang yang belum dipenuhi oleh pihak suami selaku kepala rumah

tangga terhadap istri. Terdapat hak-hak dan kewajiban suami istri yang harus

dipenuhi ketika suatu perkawinan berlangsung.6

Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak

atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan

oleh pegawai pencatat pernikahan. Yang mana isinya juga berlaku terhadap

pihak ketiga sepanjang pihak ketiga itu tersebut di dalamnya.

Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-

batas hukum, agama dan kesusilaan. Perjanjian tersebut dapat mencakup hal

apa saja diantaranya nafkah, tempat tinggal, anak dan lain sebagainya.

6 Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis UU No 1 Tahun 1974 dan KHI),
Bumi Aksara, 1996, h. 187
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Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan dan

tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk

mengadakan perubahan dan perubahan itu tidak merugikan pihak ketiga (Bab

V pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga

yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga

dan masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Disamping itu ada hak-hak dan kewajiban yang harus di penuhi dan di dapati

satu sama lain.

Andaikan suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing

pihak suami atau istri dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Bilamana cara mengajukan gugatan sampai dimana batas-batas tanggung

jawab suami istri yang dituntut pelaksanaannya belum diatur dalam PP

Nomor. 9 Tahun 1975.

Demikian halnya dengan kewajiban dalam pemenuhan nafkah,

mencakup nafkah lahir bathin terhadap istri ataupun nafkah terhadap anak.

Selain termasuk hal yang pokok yang harus diperoleh dalam perkawinan,

maka jika ada pelanggaran atau kelalaian, pihak yang dirugikan berhak

mengajukannya ke pengadilan. Dan segala apa yang disebut dalam pokok
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persoalan ini meliputi ketentuan yang di atur dalam Bab VI UU No. 1 Tahun

1947 tentang hak dan kewajiban suami dan istri.7

Setiap orang yang menahan hak orang lain untuk kemanfaatannya,

maka ia bertanggung jawab membelanjainya. Hal ini sudah merupakan

kaidah umum. Demikian halnya dalam sebuah perkawinan.

B. Nafkah Mad{iyah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Seperti halnya Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia,

segala ketentuan hukum tentang masalah perdata Islam salah satunya mengenai

perkawinan. Pengadilan Agama selaku Instansi yang menangani masalah perdata

yang ada di masyarakat, juga menjadikan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai

salah satu dasar atau pedoman untuk mengambil keputusan dalam pemecahan

perkara.

Seluruh Instansi Departemen Agama dan Instansi pemerintah lainnya yang

terkait agar menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam di bidang perkawinan,

kewarisan dan perwakafan sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991

untuk digunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya

dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang tersebut.

7 Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun
1989, Sinar Grafika, 2005, h. 142

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

 



23

Seluruh Instansi tersebut dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang

hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan sedapat mungkin menerapkan

Kompilasi Hukum Islam tersebut di samping peraturan perundang-undangan

lainnya.8

Dalam hal ini, kasus yang terjadi mengenai nafkah yang terhutang (Nafkah

Mad{iyah), yang termasuk dalam masalah yang di sengketakan dalam sebuah

perkawinan, tentunya juga diselesaikan di pengadilan dengan menggunakan dasar

hukum yang sama dan berlaku di Indonesia selama ini. Yakni selain Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

sebagai dasar hukum materiil yang menunjang dari perundang-undangan lainnya.

Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hal-hal

yang mengenai pembahasan secara umum tentang nafkah juga tertuang dalam

Kompilasi Hukum Islam. Yang terdapat dalam pasal mengenai hak dan kewajiban

suami istri, yang mana dalam KHI juga di sebutkan bahwa kewajiban suami tidak

berlaku lagi terhadap istri jika dianggap nusyuz dengan tidak mau melaksanakan

kewajiban-kewajibannya sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ketentuan.

Sebaliknya kewajiban suami, seperti yang tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a

dan b akan berlaku kembali sesudah istri tidak nusyuz.

8 Media Centre, Amandemen UU Peradilan Agama, UU Peradilan Agama dan Kompilasi
Hukum Islam, h. 114
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Hal tersebut berarti kewajiban memenuhi nafkah baik terhadap istri

maupun anak adalah suami yang menanggungnya. Dan tidak boleh lalai atas

kewajiban-kewajiban tersebut.

C. Nafkah Mad{iyah dalam Perspektif Hukum Islam (Fiqh Islam)

1. Nafkah Mad{iyah (hutang nafkah) dalam Perspektif Hukum Islam

Nafkah dalam agama Islam belanja, yang dimaksud belanja disini

yaitu memenuhi kebutuhan makan tempat tinggal, pembantu rumah tangga,

pengobatan istri, jika ia seorang ayah. Memberi belanja (Nafkah) hukumnya

wajib menurut Al-Qur’an, Sunnah dan Ijma’. Firman Allah Al-Baqarah 233:

وعلَى المَولُودِ لَه رِزقُهن وكِسوتهن بِالمَعروفِ لاَ تكَلَّف نفْس إِلاَّ وسعها

Artinya: ”Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu
dengan cara yang ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan
menurut kadar kesanggupannya.”9

2. Dasar dalil tentang nafkah dan dasar menetapkan jumlah nafkah

Sebagai dasar dianjurkan serta diwajibkannya memberikan nafkah

terhadap istri adalah seperti yang tercantum dalam surat at-Thala<q ayat 6 :

نوهكِنأَسثُمِنيمحكَنتنسمدِكُمجلاَوونوهارضقُواتيضلِتهِنلَيإِنعوتِأُولاَكُن

حملَهنيضعنحتىعلَيهِنفَأَنفِقُواحملٍ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal
menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka
untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri

9 Ibid, h. 57
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yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada
mereka nafkahnya hingga mereka bersalin.10 (QS. At-Thalaq: 6)

Keharusan nafkah dari seorang suami tak hanya sewaktu dia menjadi

isteri sahnya dan terhadap anak-anak dari isteri itu, suami wajib menafkahinya

bahkan setelah perceraian.11 Bahkan dalam hukum positif yang berlaku di

Indonesia telah dimuat pula Undang-Undang yang menjelaskan tentang

diharuskannya suami menanggung nafkah dan biaya hidup isteri dan anak-

anak.

Jika istri hidup serumah dengan suaminya, maka suami wajib

menanggung nafkahnya dan mengurus segala keperluan seperti : makan,

pakaian, dan sebagainya, maka istri tidak berhak meminta nafkahnya dalam

jumlah tertentu selama suami melaksanakan kewajibannya itu.

Jika suami bakhil, tak memberikan pada istrinya dengan secukupnya

atau tidak memberikan nafkah tanpa alasan yang benar, maka istri berhak

menuntut jumlah nafkah tertentu baginya untuk keperluan makan, pakaian,

perumahan. Hakim boleh memutuskan berapa jumlah nafkah yang berhak

diterima oleh istri serta mengharuskan kepada suami untuk membayarnya bila

tuduhan-tuduhan yang dilontarkan istri kepadanya itu ternyata benar.

Istri berhak mengambil sebagian harta suaminya dengan cara baik, guna

mencukupi keperluannya, sekalipun tidak sepengetahuan suaminya. Karena

10 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 946
11 Abdurrahman, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah), Raja Grafindo Persada,

2002, h. 270
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dalam keadaan seperti ini suami melengahkan kewajiban yang menjadi hak

istrinya. Bagi orang yang berhak, boleh mengambil haknya sendiri jika ia

dapat melakukannya.

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

 



27

3. Pendapat para Maz|hab tentang jumlah nafkah

Golongan Hanafi berpendapat bahwa agama tidak menentukan jumlah

nafkah. Suami wajib memberi nafkah kepada istrinya secukupnya yang

meliputi makanan, daging, sayur-mayur, buah-buahan, minyak zaitun dan

samin serta segala kebutuhan yang diperlukan sehari-hari dan sesuai dengan

keadaan yang umum. Standar ini berbeda menurut keadaan, dan situasi

tempat. Juga wajib bagi suami member pakaian musim dingin dan panas

kepadanya. Golongan Hanafi menetapkan jumlah nafkah bagi istri ditetapkan

sesuai dengan kemampuan suami, kaya atau miskin, bukan dengan melihat

bagaimana keadaan istrinya.

Pendapat Golongan Syafi’i dalam menetapkan jumlah nafkah bukan

diukur dengan jumlah kebutuhan, tetapi kata mereka bahwa hal ini hanya

berdasarkan syara’. Walaupun golongan Syafi’i sependapat dengan golongan

Hanafi, yaitu tentang memperhatikan kaya dan miskinnya keadaan suami,

bagi suami yang kaya ditetapkan kewajiban nafkah setiap hari 2 mud.

Sedangkan bagi yang miskin ditetapkan satu hari 1 mud. Dan bagi yang

sedang 1 1/2 mud.

Hutang nafkah dianggap sebagai hutang suami yang harus

dipertanggung jawabkan. Nafkah wajib bagi suami bilamana syarat-syaratnya

seperti yang tersebut dahulu terpenuhi. Bilamana sebab dan syarat-syaratnya

terpenuhi yang karena itu suami berkewajiban menafkahi istrinya, tetapi

kemudian tidak melunasinya, maka menjadi hutang yang harus dipertanggung
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jawabkannya. Hutang dalam hal ini sama dengan hutang-piutang lainnya yang

sah, yang tidak akan gugur dari tanggung jawabnya, kecuali kalau dilunasi

atau dibebaskan. Demikianlah pendapat Syafi’i dan praktek Pengadilan Mesir

sejak lahirnya UU No. 25 tahun 1929.

Adanya ikatan perkawinan yang sah menjadikan seorang istri terikat

semata-mata hanya untuk suaminya dan tertahan sebagai miliknya, karena ia

berhak menikmatinya terus menerus. Maka tepat kiranya Islam

mewajibkannya suami memberikan nafkah kepada istrinya dan juga anak-

anaknya. Istri wajib taat kepada suami, tinggal dirumahnya, mengurus rumah

tangganya, serta memelihara dan mendidik anak-anaknya. Sebaliknya, suami

bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhannya, memberi belanja

kepadanya selama ikatan sebagai suami istri masih terjalin dan istri tidak

berbuat durhaka (nusyu>z) terhadap suami, atau karena ada hal-hal lain yang

menghalangi pemberian nafkah.12

Oleh karena itu, nafkah haruslah diberikan kepada istri dan anak-

anaknya di mulai dari setelah perkawinan dilangsungkan. Maka, jika nafkah

tersebut tidak dipenuhi, ada kewajiban suami untuk membayar hutang nafkah

yang belum terbayarkan. Karena hutang nafkah adalah merupakan hutang

suami yang harus dan wajib untuk dilunasi. Sehingga disebut juga dengan

nafkah mad}iyah (nafkah terhutang).

12 Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqh Munakahat  1, Pustaka Setia, 1999, h. 173
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Dalam keadaan telah terpenuhinya semua persyaratan diwajibkannya

pemberian nafkah oleh suami kepada istrinya (sebagaimana yang telah

dijelaskan sebelumnya), tetapi suami menolak memberikannya, maka nafkah

tersebut menjadi hutang suami yang tetap wajib dibayarkannya. Sama seperti

hutang-hutang lain yang tidak akan gugur kecuali dengan pelunasan ataaupun

pemaafan dari yang berhak atas hutang tersebut.

Hutang tersebut tidak dianggap gugur dengan kematian dari suami atau

istri, tidak pula dengan perceraian yang terjadi setelah itu. Karenanya sudah

dianggap benar jika seorang istri mengajukan gugatan atas hak yang tidak

terpenuhi dimasa lalu ketika ia masih dianggap sah terikat dalam sebuah

perkawinan. Dan hal ini menjadi hal mutlak istri, sejumlah yang terhutang

oleh suaminya selama masih berlangsungnya hubungan perkawinan antara

mereka berdua. Demikian pula jika suami meninggal dunia, maka hutang

tersebut harus harus dibayarkan kepada istrinya, sebelum harta

peninggalannya dibagikan kepada para ahli waris.

Kecuali jika istri menggugurkan hutang suaminya secara suka rela

sepenuhnya, dan bukan karena paksaan. Maka dengan demikian hutang

nafkah tersebut dianggap lunas.13

4. Gugurnya kewajiban membayar nafkah

13 Muhammad Bagir Al-Habsyi, Fiqh Praktis Menurut Al-Qur’an, As-Sunnah, dan Pendapat
Para Ulama, Mizan, 2002, h.139
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Diwajibkannya suami memberikan nafkah kepada istrinya, seperti yang

telah di terangkan di awal bahwa mengingat si istri, berdasarkan akad nikah

yang telah berlangsung kini terikat oleh kepentingan suaminya, dengan

kewajiban melayani kebutuhannya, bertanggung jawab atas pengelolaan

rumah tangganya dan tidak lagi bebas bepergian atau bekerja  di luar rumah

untuk kepentingan dirinya sendiri, kecuali dengan persetujuan dari suaminya.

Karenanya, kewajiban memberikan nafkah seperti itu, bergantung pada

terpenuhinya tiga hal:14

1. Akad nikah antara suami dan istri telah berlangsung secara sah.

2. Si istri dalam keadaan siap untuk melangsungkan kehidupan suami-istri

3. Tidak adanya hambatan dari pihak istri yang dapat menghilangkan atau

mengurangi hak si suami untuk memperoleh layanan sewajarnya.

Dalam keadaan persyaratan-persyaratan tersebut tidak terpenuhi,

misalnya, akad nikah mereka tidak berlangsung dengan sempurna sehingga

dianggap tidak sah, maka tidak ada kewajiban memberi nafkah, sedangkan

yang wajib dilakukan adalah memisahkan antara keduanya dengan segera.

D. Gugatan dalam Perkara Nafkah

1. Pengertian Gugatan/ Permohonan

Untuk memulai dan menyelesaikan pemeriksaan persengketaan perkara

perdata yang terjadi di antara anggota masyarakat, dalam hal ini gugatan

14 Muhammad Bagir Al-Habsyi, Fiqh Praktis, h.138
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nafkah mad{iyah dalam perkara permohonan cerai talak, salah satu pihak yang

bersengketa, harus mengajukan permintaan pemeriksaan kepada pengadilan.

Apabila salah satu pihak mengajukan permintaan pemeriksaan, persengketaan

menjelma menjadi “perkara” di sidang pengadilan. Selama sengketa tidak

diminta campur tangan pengadilan untuk mengadili, pengadilan tidak bisa

berbuat apa-apa. Pengadilan dilarang mencampuri sengketa yang tidak

diajukan kepadanya. Pengadilan tidak boleh mencari perkara untuk diadili.

Hal ini ditegaskan Pasal 55 UU No. 7 Tahun 1989. Menurut pasal tersebut,

tiap pemeriksaan perkara di pengadilan, dimulai sesudah diajukan suatu

“permohonan” atau “gugatan”. Kemudian berdasar permohonan atau gugatan

pihak-pihak yang berperkara dipanggil untuk menghadiri pemeriksaan

disidang pengadilan.

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 55, dihubungkan dengan penjelasan

Pasal 60, di lingkungan Peradilan Agama dikenal dua sifat atau corak

mengajukan permintaan pemeriksaan perkara cerai talak dan didalamnya

terdapat gugatan rekonpensi yang diajukan istri sebagai pihak termohon

kepada pengadilan. Yang pertama disebut “permohonan”. Yang kedua disebut

“gugatan”.

Terdapat dua bentuk perkara yang diajukan kepada pengadilan, yaitu

perkara permohonan dan perkara gugatan. Pada dasarnya perkara permohonan

merupakan perkara yang tidak mengandung sengketa, yang diajukan oleh

seorang atau lebih secara bersama kepada pengadilan untuk minta ditetapkan
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suatu hak bagi dirinya atau tentang kedudukan hukum tertentu. Orang yang

mengajukan permohonan itu disebut pemohon (Introductief Request atau al-

Mudda’iy). Oleh karena itu produk pengadilan terhadap permohonan itu

adalah penetapan (Beschikking atau al-Is|ba>t), sebagaimana dikemukakan

dalam penjelasan Pasal 60 UU Nomor 7 Tahun 1989.

Dalam perkara permohonan tidak mengenal lawan berperkara.

Sedangkan kedudukan termohon, dalam arti yang sebenarnya, bukan sebagai

pihak. Namun demikian, ia diperlukan kehadirannya di depan sidang

pengadilan untuk didengar keterangannya dalam pemeriksaan, oleh karena

termohon mempunyai hubungan hukum secara langsung dengan pemohon.

Menurut Retnowulan, (1986: 6), dalam perkara permohonan itu hakim hanya

memberikan jasa-jasanya sebagai tenaga Tata Usaha Negara. Terhadap

permohonan itu hakim mengeluarkan suatu penetapan atau yang lazim disebut

putusan declaratoir, yang bersifat menetapkan atau menerangkan saja.

Gugatan merupakan suatu perkara yang mengandung sengketa atau

konflik antara pihak-pihak, yang menuntut pemutusan dan penyelesaian

pengadilan. Dalam suatu gugatan terdapat pihak (seorang atau lebih) yang

“merasa” haknya telah dilanggar oleh pihak lain (seorang atau lebih),

mengajukan gugatan kepada pihak yang melanggar hak itu. Seperti dalam

perkara gugatan nafkah mad{iyah yang diajukan istri dalam perkara ini.

Sedangkan pihak yang melakukan pelanggaran hak itu bersedia secara

sukarela melakukan sesuatu yang diminta oleh yang “merasa” haknya
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dilanggar. Pihak yang mengajukan gugatan itu disebut penggugat (Eiser atau

al-Mudda’iy). Sedangkan pihak yang digugat disebut tergugat (Gedagde atau

Mudda’iy ‘alaiyh).15

Dalam perkara gugatan itu hakim benar-benar berfungsi sebagai pejabat

yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum

dan keadilan. Ia mengadili para pihak dan memutus pihak mana yang benar,

apakah pihak penggugat atau pihak tergugat. Hal yang demikian itu disebut

dengan peradilan yang sesungguhnya (Jurisdictie Contentiosa). Produk

pengadilan terhadap perkara itu disebut putusan (vonnis atau al-qad{a’),

sebagaimana dikemukakan dalam penjelasan Pasal 60 UU Nomor 7 Tahun

1989.

Pada prinsipnya permohonan diajukan ke Pengadilan Agama yang

daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon. Sedangkan gugatan,

pada prinsipnya diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya

meliputi tempat kediaman tergugat. Namun dalam berbagai hal terdapat

pengecualian. Pertama, kekecualian karena diatur  secara khusus di dalam

peraturan perundang-undangan, seperti dalam pengajuan perkara permohonan

cerai talak dan pengajuan gugatan dalam perkara cerai gugat. Hal ini

merupakan kekhususan yang berlaku di pengadilan dalam lingkungan

Peradilan Agama. Kedua, kekecualian itu terjadi karena keadaan pihak-pihak

yang berperkara, seperti isteri melakukan tindakan nusyu>z, tempat terjadinya

15 Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia,  h. 229
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peristiwa hukum, ketidak jelasan tempat kediaman tergugat, atau pihak

tergugat bertempat tinggal di luar negeri.

Surat Gugatan ialah suatu surat yang diajukan oleh penggugat kepada

Ketua Pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang di

dalamnya mengandung suatu sengketa dan sekaligus merupakan dasar

landasan pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran hak.

Sedangkan surat permohonan ialah suatu permohonan yang di

dalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh suatu pihak yang berkepentingan

terhadap suatu hak yang tidak mengandung sengketa, sehingga badan

peradilan yang mengadili dapat dianggap sebagai suatu proses peradilan yang

bukan sebenarnya.16

2. Pihak-pihak yang bersangkutan

Dalam perkara gugatan terdapat dua pihak yang saling berhadapan

(yaitu penggugat dan tergugat), sedang dalam perkara permohonan hanya ada

satu pihak saja (yaitu pemohon). Namun demikian di Pengadilan Agama ada

permohonan yang perkaranya mengandung sengketa, sehingga di dalamnya

ada dua pihak yang disebut pemohon dan termohon, yaitu dalam perkara

permohonan ijin ikrar talak dan permohonan ijin beristri lebih dari seorang.

3. Bentuk, isi dan kelengkapan gugatan

16 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Pustaka Pelajar, 2007, h.
39
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Pada prinsipnya semua gugatan atau permohonan harus dibuat secara

tertulis. Bagi penggugat/pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis,

maka gugatan/ permohonan diajukan secara lisan kepada Ketua Pengadilan

Agama. Ketua dapat menyuruh kepada hakim untuk mencatat segala sesuatu

yang dikemukakan oleh penggugat/pemohon maka gugatan/permohonan

tersebut ditandatangani oleh ketua/hakim yang menerimanya itu berdasarkan

ketentuan pasal 114 ayat (1) R.Bg/118 atau pasal 120 HIR.

Gugatan/permohonan yang dibuat secara tertulis, ditandatangani oleh

penggugat/ pemohon (pasal 142 ayat (1) R.Bg/ 118 ayat (1) HIR). Jika

penggugat/ pemohon telah menunjuk kuasa khusus maka surat

gugatan/permohonan ditandatangani oleh kuasa hukumnya (pasal 147 ayat (1)

R.Bg/123 HIR).

Surat gugatan/permohonan dibuat rangkap enam, masing-masing satu

rangkap untuk penggugat/pemohon, satu rangkap untuk tergugat/termohon

atau menurut kebutuhan dan empat rangkap untuk majelis hakim yang

memeriksanya. Apabila surat gugatan hanya dibuat satu rangkap, maka harus

dibuat salinannya sejumlah yang diperlukan dan dilegalisir oleh Panitera.17

E. Putusan dalam Perkara Nafkah

1. Pengertian Putusan

17 Ibid, h. 40
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Putusan disebut vonnis (Belanda), dan menurut bahasa arab disebut

dengan al-qad{a’u yang mempunyai arti produk peradilan karena adanya dua

pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu tergugat dan penggugat atau

pemohon dan termohon.18 Produk pengadilan semacam ini biasa diistilahkan

dengan “produk pengadilan yang sesungguhnya” atau Jurisdictio Cententiosa.

Definisi putusan itu tersendiri menurut kamus hukum adalah “telah di

selesaikan”.19

Sedangkan menurut Mukti Arto, putusan adalah pernyataan hakim

yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam

sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan

(Contentius).20

Putusan Peradilan Perdata (Peradilan Agama adalah Peradilan Perdata)

selalu memuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk

melakukan sesuatu, atau untuk berbuat sesuatu, atau untuk melepaskan

sesuatu, atau menghukum sesuatu. Jadi diktum vonis selalu bersifat

Condemnatoir artinya menghukum, atau bersifat Constitutoir artinya

menciptakan.

Perintah dari pengadilan ini, jika tidak diikuti atau diturut dengan

sukarela, dapat diperintahkan untuk dilaksanakan secara paksa yang disebut di

eksekusi.

18 Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, Raja Grafindo Persada, 2006, h. 203
19 Sudarsono, Kamus Hukum, Rineke Cipta h. 379
20Arto, Praktek Perkara Perdata, h. 251
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2. Susunan dan Isi Putusan

Sebagaimana diketahui dalam bidang perdata, selain Pengadilan

Agama juga terdapat Pengadilan Negeri (walaupun Pengadilan Negeri

memiliki kewenangan dalam perkara pidana umum). Dan dalam pengambilan

sebuah keputusan, dasar hukum (baca : undang-undang) yang diambil oleh

hakim juga berbeda. Jika di Pengadilan Negeri dasar hukum utama di bidang

perdata adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di Pengadilan Agama

menggunakan KHI dan beberapa nara sumber lainnya.

Selain berbeda dalam segi rujukan hukum, bentuk atau format

putusannya juga tidak sama. Dan secara garis besar, susunan dan isi dari

putusan Pengadilan Agama adalah :

a. Bagian kepala putusan

Bagian ini memuat kata PUTUSAN atau kalau salinan, adalah

SALINAN PUTUSAN. Baris dibawah kata itu adalah Nomor Putusan,

yaitu menurut nomor urut pendaftaran perkara, diikuti garis miring dan

tahun pendaftaran perkara. Nomor putusan tersebut sekaligus merupakan

nomor perkara. Nomor urut pendaftaran perkara gugatan maupun

permohonan mempergunakan satu buku yang disebut Buku Pendaftaran

Perkara.

Di bawah nomor putusan adalah kata :

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM yang ditulis dengan menggunakan
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huruf kapital, sesuai dalam perintah pasal 57 ayat (2) UU No. 3 Tahun

2006 Tentang Amandemen UU Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989.

Baris di bawah lagi adalah tulisan yang berbunyi DEMI

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

sesuai dalam pasal 4 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1970 dan pasal 57 ayat

(2) UU Nomor 7 Tahun 1989.21

b. Nama pengadilan agama yang memutus dan jenis perkara

Selanjutnya, nama pengadilan yang mengadili dan yang memutus

disebutkan di bawah kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang

Maha Esa” disertai dengan menyebutkan jenis perkara.22

c. Identitas pihak-pihak

Penyebutan identitas pihak-pihak dimulai dari identitas penggugat

yang diikuti dengan identitas tergugat. Identitas penggugat dan tergugat

dipisahkan dengan kata “berlawanan dengan” dan ditulis dalam baris

tersendiri.

Identitas para pihak terdiri dari : nama, bin atau binti siapa, apabila

mempunyai nama alias atau julukan, maka nama alias atau julukan

diikutkan dalam identitas, umur, agama, pekerjaan, tempat tinggal

terakhir, sebagai penggugat dan tergugat, menyebutkan penggugat atau

21 Rasyid, Hukum Acara, h. 205
22 Ibid, h. 205
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tergugat keberapa. Dan apabila memakai kuasa maka identitas kuasa harus

disebutkan, dan bila perlu dicantumkan nomor dan tanggal surat kuasanya.

d. Duduk  perkara (Bagian Posita)

Isi dari dimulai dengan usaha perdamaian, dalil-dalil gugatan,

jawaban tergugat, replik, duplik, bukti-bukti, saksi-saksi serta kesimpulan

dari para pihak yang ditulis dengan lengkap dan singkat, jelas dan tepat

secara kronologis.23

Pada bagian duduk perkara ini mendahulukan keterangan yang

tertulis, kemudian diikuti dengan keterangan mereka secara lisan baik dari

Penggugat/ Pemohon dan Tergugat/ Termohon. Pada bagian duduk

perkara yang bicara terakhir adalah tergugat atau termohon.24

e. Tentang pertimbangan hukum

Bagian ini dimulai dengan kalimat ”menimbang” dan dari dasar

memutus yang biasanya dimulai dengan kata “mengingat”.25

pertimbangan hukum, yang memuat pertimbangan hakim sekaligus

merupakan alasan pemutus perkara yang ditimbang secara kronologis,

korelasi terhadap pihak-pihak, kesaksian saksi-saksi, alat-alat bukti

lainnya.

Yang menjadi pertimbangan terakhir adalah pihak mana yang akan

dinyatakan sebagai pihak yang akan dibebankan uantuk menanggung

23 Arto, Praktek Perkara Perdata, h.263
24 Rasyid, Upaya Hukum, h. 30
25 Rasyid, Hukum Acara, h. 206
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biaya perkara. Apabila perkara tersebut adalah di bidang perkawinan,

maka dibebankan kepada penggugat atau pemohon.26

26 Rasyid, Upaya Hukum, h. 31
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f. Dasar hukum

Dasar hukum memuat tentang dasar hakim dalam memutus sebuah

perkara. Dasar hukum yang dipakai adalah peraturan perundang-undangan

yang sesuai, disusun menurut urutan derajatnya dan urutan tahun

terbitnya. Selain itu juga harus mencantumkan dasar hukum lainnya yang

disusun urut berupa al-Qur’an, H}adis|, kemudian pendapat ahli hukum

Islam yang terdapat dalam kitab fiqih. Peradilan Agama menggunakan

dasar hukum berupa al-Qur’an, H}adis| dan pendapat para ahli hukum

Islam karena Peradilan Agama merupakan Peradilan Islam di Indonesia.27

g. Diktum atau amar putusan

Bagian ini didahului oleh kata “mengadili” yang diletakkan di

tengah-tengah, dalam baris tersendiri, semua dengan huruf kapital.

Amar putusan atau diktum merupakan kesimpulan akhir yang

diperoleh oleh hakim atas perkara yang diperiksanya, untuk mengakhiri

sengketa. Amar putusan dapat berupa tidak menerima atau menerima

gugatan, mengabulkan gugatan seluruhnya atau mengabulkan gugatan

sebagian atau dapat berupa menolak gugatan seluruhnya.28

Diktum terakhir berisi tentang menghukum pihak yang kalah untuk

membayar biaya perkara, kecuali untuk perkara dibidang perkawinan,

maka biaya akan dibebankan kepada penggugat atau pemohon. Diktum di

27 Rasyid, Hukum Acara, h. 207
28 Arto, Perkara Perdata, h. 264
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tengah-tengah, diantara diktum pertama dan diktum terakhir, itulah

putusan tentang pokok perkara.29

h. Bagian kaki putusan

Yang dimaksud bagian kaki putusan adalah dimulai dari kata

“Demikianlah Putusan Hakim Pengadilan Agama”.30

i. Tanda tangan hakim dan panitera serta rincian biaya

Tanda tangan semua hakim dan panitera sidang hanya pada putusan

asli. Sedangkan pada salinan putusan hakim dan panitera hanya ttd

(tertanda) atau dto (ditanda tangani oleh), lalu dilegalisir oleh ketua atau

panitera pengadilan agama yang bersangkutan.31

Sedangkan rincian biaya tercantum di bagian kiri bawah dari

putusan. Rincian biaya ini diatur dalam pasal 90 ayat 1 UU No. 3 Tahun

2006 Tentang Amandemen UU Peradilan Agama No.7 Tahun 1989, yaitu:

1) Biaya kepaniteraan dan biaya materai yang diperlukan dalam perkara

tersebut.

2) Biaya untuk para saksi, saksi ahli, penerjemah, dan biaya pengambilan

sumpah yang diperlukan dalam perkara tersebut.

3) Biaya yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan setempat dan

tindakan-tindakan lain yang diperlukan pengadilan dalam perkara

tersebut.

29 Rasyid, Hukum Acara, h. 209
30 Rasyid, Upaya Hukum, h. 32
31 Ibid, h.35
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4) Biaya pemanggilan, pemberitahuan, dan lain-lain atas perintah

pengadilan berkenaan dengan perkara tersebut.32

Menurut pasal 90 ayat (2) bahwa besarnya biaya perkara diatur oleh

Mahkamah Agung.33

1) Jenis Putusan

Jenis putusan di bagi menjadi dua bagian, yaitu :

a) Putusan sela

Putusan sela adalah putusan yang dilakukan apabila

tergugat melakukan eksepsi relatif pada sidang pertama dan

eksepsi yang diajukan tidak dikabulkan oleh majelis hakim.34

Perlunya putusan sela ini misalnya :

(1). Adanya eksepsi dari tergugat;

(2). Pihak mengajukan hak ingkarnya;

(3). Adanya permintaan dari pihak agar pihak ketiga

diikutsertakan ke dalam proses yang sedang berjalan

(vrijwaring) atau ada pihak ketiga yang mau ikut campur

ke dalam proses yang sedang berjalan (intervensi);

(4). Adanya permohonan sita (beslag);

(5). Adanya gugatan/permohonan provisionil, seperti istri

dalam gugatan cerai minta ditetapkan nafkah anak atau

32 Media Centre, Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama RI No 3 Tahun 2006, h.27
33 Ibid, h. 27
34 Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia, h. 238
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berpisah rumah dari suaminya selama perkara sedang

berlangsung;

(6). Dan lain-lain.35

Putusan sela wajib diucapkan oleh hakim dalam sidang

terbuka untuk umum sebagaimana dalam mengucapkan keputusan

akhir sekalipun tidak mesti putusan sela dibuatkan tersendiri

melainkan cukup dalam berita acara sidang, karena merupakan

bagian dari BAP. Selain itu putusan sela harus dicantumkan dalam

putusan akhir.36

b) Putusan akhir

Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri atau putusan

yang berperan sebagai suatu penentu dari suatu perkara dalam

suatu tingkatan peradilan.37 Putusan yang berupa putusan akhir

dapat dimintakan banding, kecuali undang-undang menentukan

lain.38

2) Kekuatan Putusan

Putusan pengadilan mempunyai 3 kekuatan hukum, yaitu :

a) Kekuatan mengikat (binbende kracht),

b) Kekuatan bukti (bewijzende kracht), dan

c) Kekuatan eksekusi (executoriale kracht).

35 Rasyid, Hukum Acara, h. 211
36 Arto, Praktek Perkara Perdata, h. 254
37 Bisri, Peradilan Agama, h. 238

38 Arto, Praktek Perkara Perdata, h. 253
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Suatu putusan mempunyai kekuatan mengikat dan mempunyai

kekuatan bukti ialah setelah putusan tersebut memperoleh kekuatan

hukum yang tetap (in kracht). Suatu putusan dikatakan in kracht ialah

apabila upaya hukum seperti verzet, banding, kasasi tidak

dipergunakan dan tenggang waktu untuk itu sudah habis, atau telah

mempergunakan upaya hukum tersebut dan sudah selesai. Upaya

hukum terhadap putusan yang telah in kracht tidak ada lagi, kecuali

permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung tetapi hanya

dengan alasan-alasan yang sangat tertentu sekali.

Putusan yang sudah in kracht, sekalipun ada dimohonkan

peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, tidak terhalang untuk

dieksekusi, itulah yang dikatakan mempunyai kekuatan eksekusi.

Suatu putusan dikatakan mempunyai kekuatan bukti misalnya putusan

cerai. Ia merupakan bukti otentik terjadinya cerai.39

39 Rasyid, Hukum Acara, h. 213
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BAB III

DESKRIPSI HASIL PENELITIAN TERHADAP PUTUSAN PA
SIDOARJO TENTANG PENOLAKAN GUGATAN NAFKAH

MAD}IYAH DALAM PERKARA PERMOHONAN CERAI
TALAK

A. Keberadaan Pengadilan Agama Sidoarjo

Status Pengadilan Agama Sidoarjo adalah suatu instansi pemerintahan di

bawah naungan Mahkamah Agung yang menangani masalah hukum perdata bagi

orang Islam di kabupaten Sidoarjo. Sesuai dengan keberadaannya itu, maka

Pengadilan ini harus mampu melayani kebutuhan masyarakat dalam bidang

hukum perdata orang Islam antara lain yaitu masalah perceraian, kewarisan,

wasiat, hibah dan s}adaqoh. Pengadilan Agama Sidoarjo adalah kelas IB yang

berkedudukan di kota Sidoarjo terletak di JL. Hasanuddin No. 90 Sidoarjo, Telp :

(031) 8921012

1. Wilayah Yurisdiksi dan Kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo terdiri dari

beberapa kecamatan yang meliputi :

a. Kecamatan Sidoarjo terdiri dari 24 Desa/kelurahan.

b. Kecamatan Buduran terdiri dari 15 Desa/kelurahan.

c. Kecamatan Candi terdiri dari 24 Desa/kelurahan.

d. Kecamatan Porong terdiri dari 19 Desa/kelurahan.

e. Kecamatan Krembung terdiri 19 Desa/kelurahan.

f. Kecamatan Tulangan terdiri dari 22 Desa/kelurahan.
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g. Kecamatan Tanggulangin terdiri dari 18 Desa/kelurahan.

h. Kecamatan Sedati terdiri dari 17 Desa/kelurahan.

i. Kecamatan Jabon terdiri dari 14 Desa/kelurahan.

j. Kecamatan Krian terdiri dari 22 Desa/kelurahan.

k. Kecamatan Balong Bendo terdiri dari 20 Desa/kelurahan.

l. Kecamatan Tarik terdiri dari 20 Desa/kelurahan.

m. Kecamatan Prambon terdiri dari 20 Desa/kelurahan.

n. Kecamatan Wonoayu terdiri dari 23 Desa/kelurahan.

o. Kecamatan Sukodono terdiri 19 Desa/kelurahan.

p. Kecamatan Taman terdiri dari 24 Desa/kelurahan.

q. Kecamatan Gedangan terdiri dari 15 Desa/kelurahan.

r. Kecamatan Waru terdiri dari 7 Desa/kelurahan.

2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama  Sidoarjo

Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Sidoarjo yaitu

sebagaimana berikut :

a. Ketua : Drs. H. Asrofin Sahlan M.H

b. Wakil Ketua : Drs. Heru Marsono, S.H, M.H

c. Hakim : 1. Dra. Hindasah

2. Basuni, S.H

3. Dra. Rusydiana

4. Dra. Masrifah

5. Dra. Siti Mu’arofah Sa’adah, S.H
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d. Panitera/Sekretaris : H. Muchlas Ni’am, S.H, M.Hum

e. Wakil Panitera : Zainul Hudaya, S.H

f. Wakil Sekretaris : Dra. Hilyatul Husna

g. Panitera Muda Permohonan : Drs. A. Faqih, S.H

h. Panitera Muda Gugatan : Muh. Fachruddin, S.H, M.H

i. Panitera Muda Hukum : Dra. Sufiani

j. Kaur Kepegawaian : M. Khusnul Yakin,  S.Ag

k. Kaur Keuangan : Fanroyen Ali Hamka, S.H.

l. Kaur Umum : Drs. A. Agus Salim

m. Panitera Pengganti : 1. Nurul Islah, S.H

2. Dra. Hj. Chulailah

3. Masfi Handany, S.H

4. Moh. Muhyidin, S.H

5. Dra. Hj. Hilyatul Husna

6. Yeti Rianawati, S.H.

7. Drs. A. Agus Salim

n. Juru Sita : 1. M. Khusnul Yakin, S.Ag

2. Mi’an

3. M. Ilyas

4. Suwandi

o. Juru Sita Pengganti : Fanroyen Ali Hamka, S.H.
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B. Kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo dan Struktur Organisasi

Pengadilan Agama Sidoarjo

Sebagai  instansi yang bergerak dalam masalah hukum berkompetensi

absolut di antara masing-masing lingkungan, sebagai rel  yang menertibkan jalur

batas kewenangan yurisdiksi mengadili. Dengan patokan kompetensi absolut,

maka, Pengadilan Agama Sidoarjo memiliki kewenangan hanya untuk mengadili

perkara-perkara perdata yang berada di wilayah kabupaten Sidoarjo tentunya

bagi masyarakat yang beragama Islam.

Adapula sejauh mana jangkauan fungsi kewenangan mengadili peradilan

Agama mengadili perkara-perkara yang termasuk objek perdata yang menjadi

kewenangan yurisdiksinya. Kearah itulah uraian kekuasaan mengadili dititik

beratkan. Sehubungan dengan itu berturut-turut dibahas hal-hal yang berkenaan

dengan batas ruang lingkup yurisdiksi mengadili, jangkauan kewenangan

mengadili perkara-perkara perkawinan, warisan, dan hibah. 1

Tentang siapa yang dimaksud dengan golongan rakyat tertentu yang

tunduk sebagai subyek hukum ke dalam kekuasaan mengadili lingkungan

Peradilan Agama, yakni seluruh masyarakat atau kalangan terbatas yang

beragama Islam. Telah ditegaskan beberapa kali dalam Undang-undang  No. 7

Tahun 1989. Pertama, tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1). Kemudian

dipertegas lagi dalam penjelasan umum, angka 2 alenia ketiga.

1  Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Sinar Grafika,
2005, h. 136

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

 



49

Salah satunya dalam pasal 49 ayat (1) : “Pengadilan Agama bertugas

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara

orang-orang yang beragama Islam” dibidang :

a. Perkawinan
b. Waris
c. Wasiat
d. Hibah
e. Wakaf
f. Zakat
g. Infaq
h. Shadaqah ; dan
i. Ekonomi syari’ah.

Setelah Pengadilan Agama memeriksa perkara maka ia harus

mengadilinya atau memberikan putusan dan mengeluarkan produknya. Produk

Pengadilan Agama sejak berlakunya UU Nomor 7 Tahun 1989 hanya 2 (dua)

macam, yaitu : (1) putusan dan (2) penetapan. Sebelumnya ada produk ke (3)

yaitu Surat Keterangan Tentang Terjadinya Talak (SKT3), yang kini sudah tidak

ada lagi.
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C. BBB

KETUA
Drs. H. ASROFIN SAHLAN, M.H

C. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO KELAS I B

Berdasarkan KMA / 004 / SK / II / 1992

1. Dra. HINDASAH
2. BASUNI, S.H
3. Dra. RUSYDIANA
4. Dra. MASRIFAH
5. Dra. SITI MUAROFAH SA’ADAH, S.H

WAKIL KETUA
Drs. HERU MARSONO, S.H, M.H

PANITERA/SEKRETARIS
H. MUCHLAS NI’AM, S.H, M.Hum

PANMUD/KEPAN
HUKUM

Dra. SUFIYANI

STAF
MOCH.  DEDY
KURNIAWAN

MIFTAHUL HUSNAH

PANMUD/KEPANITERAAN
GUGATAN

MUH. FACHRUDDIN, S.H, M.H

STAF
NURHAYATI

NUR AMALIA HIKMAWATI,
S.H.I

PANMUD/KEPAN
PERMOHONAN

Drs. A. FAQIH, S.H

STAF
RAHMAWATI

 KAUR
KEPEGAWAIAN

. KHUSNUL YAKIN,
S.Ag

KAUR KEUANGAN
FANROYEN ALI HAMKA,

S.H.

BENDAHARA
YETI RIANAWATI, S.H.

STAF
DWI HERNASARI, A.Md.

KAUR UMUM
Drs. A. AGUS

SALIM

STAF
M. SAIFUDDIN,

S.H.I
FIFIT FITRI

LUTFIANINGSIH, S.H

: STRUKTURAL

: FUNGSIONAL

KETERANGAN

WAKIL PANITERA
ZAINUL HUDAYA, S.H

WAKIL SEKRETARIS
Dra. HILYATUL HUSNA

PANITERA PENGGANTI

1. NURUL ISLAH, S.H
2. Dra. Hj. CHULAILAH
3. MASFI HANDANY, S.H
4. MOH. MUHYIDIN, S.H
5. Dra. Hj. HILYATUL HUSNA
6. YETI RIANAWATI, S.H.
7. Drs. A. AGUS SALIM
8. MOCHAMMAD FAUZI, S.Ag.

JURUSITA

1. M. KHUSNUL YAKIN, S.Ag.
2. MI’AN
3. MOCH.  ILYAS
4. SUWANDI

JURUSITA PENGGANTI
1. FANROYEN ALI HAMKA, S.H. 51
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D. Deskripsi Kasus Tentang Penolakan Gugatan Nafkah Mad{iyah dalam

Perkara Permohonan Cerai Talak

Kasus yang dianalisis oleh penulis di Pengadilan Agama Sidoarjo

terdaftar dengan Nomor Perkara : 1517/Pdt.G/2007/PA.Sda. Yakni terhadap

putusan hakim PA Sidoarjo tentang penolakan nafkah Mad}iyah dalam perkara

permohonan cerai talak.

Perkara permohonan cerai talak yang di dalamnya memutus gugatan

nafkah Mad}iyah ini di Pengadilan Agama Sidoarjo diperiksa dan diadili oleh

majelis hakim yang terdiri dari tiga orang hakim, yaitu : Drs. Heru Marsono,

SH,MH, sebagai ketua majelis, Dra. Hindasah, dan H. Basuni SH, sebagai hakim

anggota. Dan persidangan perkara ini dilakukan sebanyak tujuh kali persidangan.

Perkara ini terjadi antara pasangan suami istri yang telah menikah selama

kurang lebih 5 bulan. Perkawinan antara suami istri ini terjadi pada Tanggal 11

Mei 2007 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama dengan Kutipan Akta Nikah

Nomor : 133/22/V/2007. Seorang suami bernama Sugianto Bin H. M. Khusaeri,

umur 31 tahun agama Islam, pekerjaan karyawan PT. Mega Citra Buana, tempat

tinggal di Dusun Penanggungan RT. 03 RW. 04 Desa Kejapanan, Kecamatan

Gempol, Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya disebut sebagai “Pemohon”.

Mengajukan permohonan cerai talak terhadap “Termohon” bernama Endang

Fitriyah Wati Binti Jemain, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta,
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tempat tinggal di Dusun Tunggul Wulung, Desa Kedung Rejo, Kecamatan Jabon,

Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai “Termohon”.

Adapun duduk perkara ini adalah sebagai berikut : bahwa setelah

melangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon hidup bersama layaknya

suami istri dan hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Dusun Tunggul

Wulung,  Desa Kedung Rejo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Dan

sebelum Pemohon dan Termohon menikah, mereka sudah pernah melakukan

hubungan suami istri hingga Termohon hamil 6 bulan, namun setelah

melangsungkan pernikahan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi

melakukan hubungan suami istri dan sekarang telah dikaruniai seorang anak

bernama Echa yang berumur 3 bulan.

Sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah

tidak tentram dan harmonis, karena Pemohon berkeyakinan bahwa yang

menghamili Termohon bukan hanya Pemohon sehingga Pemohon menganggap

perkawinan tersebut merupakan unsur paksaan. Sehingga 1 minggu setelah

perkawinan, perselisihan dan pertengkaran mulai memuncak akhirnya Pemohon

pulang ke rumah orang tuanya sendiri dan meninggalkan keluarganya, sehingga

antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5

bulan. Pada akhirnya pernyataan-pernyataan tersebut ada sebagian yang ditolak

dan ada pula yang dibenarkan oleh Termohon dalam jawaban konvensi.

Berdasarkan alasan-alasan diatas Pemohon mengajukan gugatan cerai

talak di Pengadilan Agama Sidoarjo agar berkenan menjatuhkan putusan yaitu :

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

 



53

mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, menetapkan mengizinkan

Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon, membebankan

biaya perkara menurut hukum yaitu kepada Pemohon.

Dalam persidangan perkara ini yang diadakan selama tujuh kali

pertemuan. Pertemuan pertama, seperti pada persidangan perkara perdata pada

umumnya, maka dilakukan proses mediasi terlebih dahulu antara kedua belah

pihak yang bersangkutan, yakni antara Pemohon dan Termohon. Setelah tidak

berhasil, maka persidangan ditunda untuk diadakan pertemuan selanjutnya. Dan

dalam pertemuan kedua Termohon mengajukan jawaban tertulis dengan

mengajukan gugatan Rekonpensi kepada Pemohon yang dalam hal ini selaku

(Tergugat Rekonpensi) yang di dalamnya  mencantumkan gugatan nafkah

Mad{iyah atau Terhutang dari Termohon (Penggugat Rekonpensi) terhadap

Pemohon (Tergugat Rekonpensi) yang tidak diberikan oleh suami selama

perkawinan berlangsung dan pisah tempat tinggal. Selain itu gugatan Rekonpensi

yang diajukan juga mewajibkan membayar Nafkah Mut’ah, Nafkah Iddah serta

nafkah anak yang harus diberikan sampai anak tersebut dewasa.

Dalam pertemuan selanjutnya, yakni persidangan yang ketiga, Pemohon

(tergugat Rekonpensi) memberikan jawaban di antaranya yang berisi bersedia

membayar tuntutan Termohon antara lain :

1. Bersedia memberikan hak asuh terhadap termohon

2. Bersedia membayar mut’ah sebesar Rp. 1.500.000,-

3. Bersedia membayar nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,-
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4. Bersedia membayar nafkah anak selayaknya sebagai orang tua yang

bertanggung jawab sampai anak tersebut dewasa, dan

5. Terakhir adalah bersedia membayar Nafkah Mad{iyah atau  yang terhutang

sebesar Rp. 500.000,- X 5= Rp. 2.500.000,-. meskipun dalam gugatan

rekonvensi, Termohon (penggugat Rekonpensi) menuntut Nafkah Mad{iyah

sebesar Rp. 1500.000,- X 5 = Rp. 7.500.000,-.

Selanjutnya diadakan persidangan keempat yang beragendakan pengajuan

alat bukti serta saksi oleh kedua belah pihak. Dari pihak Pemohon mengajukan

ayah dan paman dari Pemohon. Sedangkan pihak Termohon mengajukan

ayahnya  sebagai saksi untuk memberikan keterangan dalam persidangan. Yang

selanjutnya Majelis Hakim menunda persidangan untuk memberikan kesempatan

kepada kedua keluarga kedua belah pihak untuk mendamaikan kembali pemohon

dan termohon. Karena sidang kelima, Pemohon dan Termohon tidak hadir, maka

persidangan ditunda untuk memanggil Pemohon yang berdomisili di wilayah

Kabupaten Pasuruan. Persidangan selanjutnya yakni keenam, yang beragendakan

kesimpulan sebelum dibacakan putusan oleh Majelis Hakim dalam persidangan

terakhir.2

E. Putusan dan Dasar Hukum Pengadilan Agama Sidoarjo Terhadap

Penolakan Nafkah Mad{iyah dalam Perkara Permohonan Cerai Talak

Setelah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo memeriksa perkara

dengan Nomor: 1517/Pdt.G/2007/PA.Sda. Dengan melihat fakta-fakta dan

2 Berkas Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No. 1517/Pdt.G/2007/PA.Sda

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

 



55

mendengarkan pengakuan Pemohon dan Termohon serta saksi yang ada dalam

persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya

mereka mengetahui perselisihan antara Pemohon dan Termohon, selain itu juga

memperhatikan bukti-bukti yang diperlihatkan berupa : foto copy surat

keterangan penduduk sementara atas nama Pemohon dan foto copy kutipan Akta

Nikah sebagai pertimbangan hukum dalam memutuskan suatu perkara.

Adapun pihak-pihak saksi didatangkan dari kedua belah pihak. Saksi dari

Pemohon yakni ayah kandung dan paman menerangkan bahwa Pemohon tidak

bekerja  dan tidak mempunyai harta benda apapun, semua masih milik orang tua.

Sedangkan dari pihak Termohon tidak mengajukan bukti surat dan hanya saksi

orang terdekat yang diajukan yakni ayahnya.

Berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, keterangan para saksi

dan alat bukti, Pengadilan Agama Sidoarjo memutuskan menerima permohonan

dan menetapkan mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan cerai talak terhadap

Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo. Dengan mengadili

dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi untuk sebagian.

2. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi (Sugianto Bin H. M. Khusaeri)

untuk membayar Nafkah Iddah dan Mut’ah sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta

Rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi (Endang Fitriyah Wati Binti Jemain).

3. Menetapkan hak asuh anak nama Echa umur 7 bulan kepada Penggugat

Rekonpensi.
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4. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar nafkah anak atas nama Echa

sebesar Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan kepada

Penggugat Rekonpensi, sejak perceraian sampai anak tersebut dewasa.

5. Menyatakan gugat Rekonpensi tentang nafkah yang terhutang (Mad{iyah)

tidak dapat diterima.

6. Menolak gugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya.

Dalam hal ini Majelis Hakim membacakan putusan  dengan amar yang

diantaranya tidak menerima atau menolak gugatan Rekonpensi dari Termohon

tentang nafkah terhutang (Nafkah Mad{iyah).

Sebagai pemohon gugatan Rekonpensi, dan merasa adanya pelanggaran

atas haknya sebagai istri dan perempuan oleh majelis hakim yang menyebabkan

hilangnya hak Termohon untuk mendapatkan nafkah terhutang (Nafkah

Mad{iyah). Maka Termohon melapor dan meminta perlindungan serta  bantuan

hukum tehadap Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) Kabupaten

Sidoarjo dalam hal ini selaku pendamping Termohon. Yang selanjutnya akan

melapor atau mengajukan aduannya terhadap Pengadilan Tinggi Agama

Surabaya yang akan ditembuskan langsung ke Pengadilan Agama Sidoarjo.3

Menanggapi aduan dari Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A)

Kabupaten Sidoarjo. Maka, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengirim surat

3 Berkas Pengaduan Terhadap Pusat Perlindungan Perempuan Dan Anak Kabupaten
Sidoarjo, No: 037/PPPA-D/Eks/IV/2008
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kepada Pengadilan Agama Sidoarjo perihal meminta penjelasan atas penolakan

gugatan nafkah terhutang (Nafkah Mad{iyah) yang diajukan oleh seorang istri.

Setelah menerima surat dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, maka,

Pengadilan Agama Sidoarjo memberikan penjelasan serta alasan-alasan atas

putusan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang menolak gugatan nafkah

terhutang (Nafkah Mad{iyah) yang diajukan dalam perkara cerai talak dengan

Perkara Nomor: 1517/Pdt.G/2007/PA.Sda.

Yang salah satu isinya Pengadilan Agama Sidoarjo menyatakan gugat

Rekonpensi tentang nafkah yang terhutang (Nafkah Mad{iyah) tidak diterima.

Dengan alasan, menimbang bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi mengenai

nafkah lampau yang terhutang (Nafkah Mad{iyah). Maka Majelis Hakim tidak

dapat mempertimbangkan karena tidak jelas sejak kapan Tergugat Rekonpensi

tidak memberi nafkah, disamping itu, kepentingan biaya pemeliharaan anak

sebelum terjadinya perceraian, maka biaya tersebut menjadi tanggung jawab

kedua orang tua, jika ayahnya tidak memberi maka ibunya ikut memikul biaya

pemeliharaan anak tersebut, hal ini sesuai dengan pasal 41 huruf b Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karenanya gugatan Rekonpensi tentang hal

ini menjadi kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.4

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tersebut para pihak tidak

mengajukan upaya hukum banding, sampai dengan tanggal 1 April 2008 maka

putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Dan bahwa dengan demikian,

4 Ibid, h. 9
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maka upaya hukum yang dapat ditempuh oleh kedua pihak yang berperkara

adalah peninjauan kembali berdasarkan ketentuan pasal 66 dan 67 Bab IV bagian

IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia.
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BAB IV

ANALISIS TENTANG PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
SIDOARJO MENGENAI PENOLAKAN GUGATAN NAFKAH

MAD{IYAH DALAM PERMOHONAN CERAI TALAK NOMOR :
1517/Pdt.G/2007/PA.Sda

A. Analisis Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Perkawinan
Islam terhadap Putusan Hakim tentang Penolakan Gugatan Nafkah
Mad{iyah dalam Permohonan Cerai Talak oleh PA Sidoarjo

Setelah mencermati alasan-alasan dari Hakim PA Sidoarjo atas putusan

dalam perkara nomor : 1517/Pdt.G/2007/PA.Sda mengenai penolakan gugatan

Nafkah Mad{iyah dalam permohonan cerai talak, yang diajukan oleh termohon

dalam gugatan rekonpensi. Terdapat beberapa pandangan-pandangan, baik dari

segi Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Perkawinan Islam

yang berlaku di Indonesia.

Dari uraian penjelasan serta keterangan dari putusan hakim PA Sidoarjo

tentang nafkah terhutang (Nafkah Mad{iyah) dalam perkara cerai talak ini,

alasan serta dasar yang dipakai dalam pengambilan putusan oleh hakim lebih

dominan dan cenderung berpegang pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1

Tahun 1974 Pasal 41 huruf b dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Putusan Hakim PA Sidoarjo yang menolak gugatan rekonpensi yang

diajukan Termohon, karena majelis hakim mempunyai alasan serta anggapan

bahwa selain gugatan tersebut dianggap kabur karena tidak diketahui kejelasan
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sejak kapan Tergugat Rekonpensi tidak memberi nafkah tersebut. Majelis hakim

juga menganggap bahwa setelah terjadinya perkawinan maka harta yang dimiliki

suami maupun istri adalah milik bersama, dan begitu pula dalam masalah

pengeluaran dan pembiayaan kebutuhan  hidup anak, jika suami tidak mampu

memenuhi biaya atau kebutuhan hidup istri serta pemeliharaan anak sebelum

terjadinya perceraian maka biaya tersebut menjadi tanggung jawab kedua orang

tua. Dalam arti seorang istripun memiliki kewajiban menutupi kebutuhan nafkah

yang tidak terbayarkan oleh suami sebelum terjadinya perceraian. Demi

keberlangsungan kebutuhan hidup dalam berumah tangga. Apalagi pasangan

tersebut sudah dikaruniai seorang anak.

Dari alasan-alasan yang digunakan hakim PA Sidoarjo, penulis lebih

menyatakan kurang setuju, karena putusan ini dinilai lebih cenderung pada

pertimbangan hakim mengenai pembayaran nafkah dan pemeliharaan anak yang

terhutang (Mad{iyah) saja, yang tidak dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi

selama Pemohon dan Termohon pisah rumah. Sehingga hakim

mempertimbangkan bahwa kebutuhan tersebut seharusnya ditanggung bersama-

sama, meskipun Pemohon tidak memenuhinya.

Akan tetapi dalam hal ini, Penggugat Rekonpensi tidak hanya menggugat

atau menuntut pemenuhan pembayaran nafkah terhadap kebutuhan dan

pemeliharaan anak mereka saja, akan tetapi sebagai istri sahnya maka Penggugat

Rekonpensi berhak menerima nafkah lahir maupun bathin yang selama Tergugat
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Rekonpensi meninggalkan rumah dan tidak pernah dipenuhi. Karena nafkah

dalam perkawinan adalah kewajiban yang harus ditanggung seorang suami.

Perihal nafkah dalam sebuah perkawinan sangatlah pokok dan penting

dalam rumah tangga, apalagi Pemohon dan Termohon sudah berstatus sebagai

orang tua, meskipun perkawinan Pemohon dan Termohon terjadi karena faktor

kecelakaan atau hamil diluar nikah. Akan tetapi ini bukanlah sebagai alasan

Tergugat Rekonpensi untuk melalaikan kewajibannya. Dan tujuan dari Penggugat

Rekonpensi mengajukan gugatan ini, selain untuk menuntut haknya, Penggugat

Rekonpensi juga menuntut tanggung jawab Tergugat Rekonpensi sebagai seorang

suami dan sekaligus ayah.

Pada kenyataannya, sebenarnya dalam hal ini hakim PA Sidoarjo

dianggap mematahkan atau menghilangkan hak dari Termohon yang pada

dasarnya Pemohon sudah bersedia memenuhi meskipun jumlahnya tidak sesuai

dengan nominal yang diajukan oleh Termohon. Hal ini terbukti dari pernyataan

Pemohon sebagai Tergugat Rekonpensi pada persidangan ketiga tanggal 10

Desember 2007, Tergugat Rekonpensi memberi jawaban atas tuntutan (gugatan)

Penggugat Rekonpensi. Yang menyetujui dan mau membayar nafkah terhutang

(nafkah mad{iyah) sebesar Rp. 500.000,- x 5 = Rp. 2. 500.000,- (dua juta lima

ratus ribu rupiah). Pada dasarnya Tergugat Rekonpensi  punya itikat baik dengan

masih mau bertanggung jawab atas kewajibannya sebagai suami terhadap istri.

Akan tetapi semuanya batal karena majelis hakim PA Sidoarjo memutuskan hal

yang sebaliknya. Dengan menolak gugatan rekonpensi yang diajukan oleh
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Temohon (penggugat rekonpensi). Hal ini juga karena alasan hakim menilai

Pemohon (tergugat rekonpensi) dianggap masih belum mampu member nafkah

kepada istri karena dia belum memiliki pekerjaan tetap untuk menghidupi

keluarganya.

Seperti pendapat salah satu imam mazhab Maliki yang menyatakan

bahwa, hak istri atas nafkah menjadi gugur dengan adanya kesulitan suami dalam

memenuhinya, baik dia telah dicampuri maupun belum. Tetapi bila di kemudian

hari dia mampu, maka si istri tidak berhak untuk menuntutnya untuk membayar

nafkahnya yang dulu tidak terpenuhi di kala suaminya dalam kesulitan.

Yang menjadi permasalahan bagi hakim PA Sidoarjo adalah telah

memutuskan menganggap kabur gugatan rekonpensi dari Termohon dengan

alasan tidak jelas sejak kapan nafkah tersebut tidak dibayarkan oleh Pemohon?.

Imamiyah mengatakan, jika suami tidak berada di tempat sesudah bergaul

dengan istrinya, maka istrinya itu wajib memperoleh nafkah, dengan catatan,

keadaannya tidak berubah seperti ketika dia ditinggal suaminya. jika suami itu

pergi sebelum mencampurinya, kemudian melaporkannya kepada hakim seraya

memperlihatkan ketaatan dan kesediaannya untuk digauli, maka hakim harus

mengirim seseorang untuk memberitahukan hal itu kepada suaminya. Apabila

suaminya itu pulang, atau meminta agar istrinya menyusulnya, atau mengirimkan

nafkah, maka bereslah persoalannya. Akan tetapi jika suami tidak melakukan

sesuatu apapun, maka hakim harus memperhitungkan waktu yang dihabiskan

untuk memberi tahu suaminya itu berikut tibanya jawaban darinya atau masa
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pengiriman nafkahnya, tanpa menentukan sesuatu pun untuk waktu yang

dihabiskan untuk keperluan tersebut, kemudian menentukannya sejak dari waktu

berakhirnya masa tersebut. Jika waktu yang dihabiskan untuk keperluan itu

diperkirakan dua bulan misalnya, maka ketentuan pemberian nafkah ditetapkan

sejak akhir masa dua bulan itu. Jika istri memberitahu suaminya tanpa

sepengetahuan hakim, kemudian ia dapat membuktikan hal itu maka hal itu

sudah cukup, dan istri berhak atas nafkah sejak waktu tersebut.1

Jika istri meminta kepada hakim agar mewajibkan suami memberikan

nafkah, tanpa menentukan waktu permulaan pemberian tersebut, maka hakim

menentukan kewajiban pemberian nafkah kepadanya sejak permintaan itu

diajukan dan sesudah terbukti terpenuhinya syarat untuk itu.

Dalam berumah tangga, kelalaian atas kewajiban suami atau istri saja

dapat diajukan gugat ke pengadilan. Dan ketentuan ini sudah jelas-jelas diatur

dalam Bab VI Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Hak dan Kewajiban

Suami Istri. Menurut pasal 34 ayat (3), penolakan (refuse), kelalaian (neglect),

atau gagal (failure) menunaikan kewajiban oleh suami atau istri dapat diajukan

gugat ke pengadilan, agar pihak yang lalai atau menolak melaksanakan

kewajiban  diperintah untuk menunaikan kewajiban. Jadi yang dimaksud gugatan

kelalaian atas kewajiban ialah gugatan untuk menghukum yang lalai menunaikan

kewajiban, bukan gugatan langsung permintaan perceraian. Hal itu misalnya

dalam putusan MA tanggal 29 Februari 1990 No. 685 K/Pdt/1988.

1 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Mazhab, h. 125
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Dalam putusan ini MA mempertimbangkan “Tidak mesti pemenuhan

kewajiban suami sebagai kepala rumah tangga yang baik harus assessor dengan

gugat perceraian. Tuntutan perdata atas pemenuhan kewajiban suami dapat

dituntut pemenuhannya secara perdata terlepas dari gugat cerai berdasar pasal

34 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974. Menurut pasal tersebut suami atau istri yang

lalai menunaikan kewajiban dapat mengajukan gugat ke pengadilan In Kasu

Tergugat lalai memenuhi kewajiban membiayai belanja dan pendidikan anak-

anak”, sehingga pasal tersebut dapat diterapkan.2

Meskipun dalam perkara ini berbeda konteks, gugatan ini masuk dalam

gugatan rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi selaku Termohon

dari kasus cerai talak.  Dengan hal ini, siapapun bisa menuntut haknya apabila

terjadi kelalaian semasa perkawinan berlangsung. Termasuk majelis hakim yang

bersangkutan wajib mempertimbangkan keputusan yang dijatuhkan secara

seksama serta bersifat adil bagi kedua belah pihak, selama di dapati bukti yang

akurat dan dapat dipercaya.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim tentang Penolakan

Gugatan Nafkah Mad{iyah dalam Perkara Permohonan Cerai Talak

Jika sebelumnya keputusan majelis hakim PA Sidoarjo menjatuhkan

putusannya berdasar Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 41 huruf b. Maka

2 Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun
1989 , hal. 142
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ada baiknya permasalahan ini juga dilihat dari segi dan pandangan hukum Islam

yang selama ini juga jadi pedoman umat Islam dalam menyelesaikan masalah-

masalah yang berkaitan dengan syari’at Islam.

Dipandang dari kaca mata Islam, nafakah adalah merupakan hak isteri

dan anak-anak untuk mendapatkan makanan, pakaian dan kediaman, serta

beberapa kebutuhan pokok lainnya dan pengobatan, bahkan sekalipun si isteri

adalah seorang wanita yang kaya.3 Nafkah dalam hal ini wajib hukumnya

berdasarkan al-Qur’an, al-Sunnah dan Ijma’ Ulama. Bila kedua pasangan itu

telah sama-sama dewasa, hal ini merupakan kewajiban suami untuk memberikan

makanan, pakaian dan kediaman bagi isteri dan anak-anaknya sesuai dengan

tingkat kedudukan sosial pasangan tersebut dan selaras dengan adat kebiasaan

masyarakat di tempat tinggal mereka. Dan meskipun di dapati pasangan memiliki

ketidakmampuan untuk memberi nafkah kepada pasangannya, Islam pun tidak

memberi beban yang berat untuk memenuhinya dalam artian Islam memberi

kesempatan sampai dia mampu untuk memenuhinya semampunya. Al- Qur’an

menyatakan :

ميسرةٍإِلَىفَنظِرةٌعسرةٍذُوكَانَوإِن

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah
tangguh sampai dia berkelapangan…”4 (QS. Al- Baqarah : 280)

3  Sayyid Sabiq, Fiqh al Sunnah, vol 7, h. 85
4  Departemen Agama RI, Alqur’an dan Terjemahannya, h. 70
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Menurut Maz|hab Maliki dan Syafi’i, jika si suami menolak atau

mengabaikan pemberian nafkah selama dua tahun, si isteri berhak menuntut

cerai. Tetapi berbeda dengan Mazhab Hanafi, ketidakmampuan ataupun

pengabaian nafkah ini bukan merupakan alasan yang cukup untuk bercerai.

Seorang isteri berhak menuntut suaminya agar mengajaknya bepergian atau

memberi nafkah selama ia ditinggalkan, sejumlah uang belanja sebelum ia pergi

atau memberi kuasa kepada seseorang untuk menafkahi isterinya. Biaya hidup itu

diberikan dalam jangka waktu yang sama seperti kebiasaan suami membayarnya.

Perlu diketahui, keharusan nafkah dari seorang suami tidak hanya sewaktu  dia

masih menjadi isteri sahnya dan terhadap anak-anak dari isteri itu, suami wajib

menafkahinya bahkan pada saat perceraian.

Dalam hal ini, Islam juga menjelaskan bahwa dalam keadaan telah

terpenuhinya semua persyaratan diwajibkannya pemberian nafkah oleh suami

kepada isterinya (sebagaimana telah dijelaskan sebelum ini), tetapi suami

menolak memberikannya, maka nafkah tersebut menjadi hutang suami yang tetap

wajib dibayarkannya. Sama seperti hutang-hutang lain yang tidak akan gugur

kecuali dengan pelunasan ataupun pemaafan dari yang berhak atas hutang

tersebut.5

Hutang seperti itu tidak dianggap gugur dengan kematian suami atau

isteri, tidak pula dengan perceraian yang terjadi setelah itu. Karenanya, ia tetap

5  Muhammad Bagir Al- Habsyi, Fiqh Praktis Menurut Al-Qur’an, As-Sunnah dan Pendapat
Para Ulama, vol II, hal 139
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menjadi hak mutlak si isteri, sejumlah yang terutang oleh suaminya selama masih

berlangsungnya hubungan perkawinan antara mereka berdua. Demikian pula jika

si suami meninggal dunia, maka hutang tersebut harus dibayarkan kepada

isterinya, sebelum harta peninggalannya dibagi kepada para ahli waris. Dengan

begitu, si isteri yang memiliki hak tersebut, dapat saja menggugurkan hutang atas

suaminya itu secara suka rela sepenuhnya, dan bukan karena paksaan. Dan

dengan demikian, hutang tersebut dianggap lunas.

Dari uraian diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa apa yang

telah diputuskan oleh hakim PA Sidoarjo tentang penolakan nafkah terhutang

(nafkah mad{iyah) dalam perkara cerai talak ini, sangat bertentangan atau

berlawanan. Yang mana dalam hukum Islam jelas telah disebutkan bahwa

seorang isteri selama ia tidak di dapati nuzyus terhadap suami maka ia

mempunyai hak mutlak untuk memperoleh nafkah dari suami baik selama

perkawinan itu masih berlangsung ataupun pada saat perceraian telah terjadi.

Termasuk masalah nafkah terhutang (nafkah mad{iyah) yang diajukan oleh isteri

maka suatu kewajiban bagi suami untuk melunasinya, apalagi jelas dalam

perkara ini suami selaku Tergugat Rekonpensi telah bersedia untuk

memenuhinya. Maka sebagai hakim tidak sepatutnya memutus hak mutlak

seorang isteri yang dituntut dari suaminya yang telah sekian lama tidak

menafkahinya.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Penolakan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo mengenai gugatan nafkah

mad{iyah yang diajukan oleh Endang Fitriyah Wati binti Jemain selaku

Termohon atau Penggugat Rekonpensi dalam perkara permohonan cerai talak

Sugianto bin H. M Khusaeri selaku Pemohon atau Tergugat Rekonpensi.

Dengan alasan bahwa tuntutan dari gugatan tersebut dianggap kabur karena

tidak jelas sejak kapan Tergugat Rekonpensi tidak memberi nafkah dan alasan

lain menurut UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf b dan

Kompilasi Hukum Islam, yang menganggap bahwa nafkah keluarga dan anak

adalah tanggungan kedua orang tua, jadi bila salah satu pihak tidak dapat

memenuhi maka menjadi kewajiban pihak lain untuk memenuhinya. Oleh

sebab itu hakim menolak gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Termohon.

2. Dalam kaca mata Islam memandang bahwa nafkah terhutang atau nafkah

mad{iyah yang tidak dibayarkan oleh suami terhadap seorang isteri, maka

wajib baginya untuk melunasinya. Hal ini dianggap seperti hutang-hutang

yang lainnya yang tidak akan gugur kecuali dengan cara pelunasan ataupun

pemaafan dari yang berhak atas hutang tersebut. Karena dalam Islam , nafkah
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adalah hak mutlak bagi isteri atas suaminya, apalagi selama perkawinan

berlangsung isteri tidak nusyuz.

B. Saran

Sebagai para hakim yang memutuskan suatu perkara haruslah berdasarkan

kebijakan serta dasar dari hukum dan bukti yang dapat dipercaya sehingga dapat

bermanfaat, adil bagi kedua belah pihak dan tidak memberatkan salah satu pihak

dan tanpa menghilangkan hak-hak orang lain. Karena diatas hukum dunia masih

ada hukum Alloh yang lebih kekal dan haqiqi. Wallahu a’lam bi shawwab.
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